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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDAMG
Nomor :1272/DP/146/X11/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAH FORMAL TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)

MEMBACA : Permohonan AFRILLIA AZHARI Kepala PAUD AZHARI ECUCATION tanggal 16 November 2022
lenlang Penerbitan lzin.
MENIMBANG  ° : Behwa untuk melaksanakan ketenluan pada pasal 7 huruf ¢ Peraturan Menteri Pandidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendinian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Saluan PAUD oleh Penyslenggara,
maka perlu menetapkan Kepulusan Kepala Dinas Penananian

MENGINGAT i 1. Undang-Undang Republik Indoresia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 8 Tahun 2015 tentang Pemarintahan
3. Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan Sebagaimana telah diubal, terakhir dengan Peraluran Pemerintab Mamor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua alas F'eraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2065 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia Namor 17 Tahun 2010 {enlang Pengelolaan dan
Penyelanggaraan Pendidikan sebagalmana telah diubah pada Peraturan Pemarintah Momor 68
Tahun 2010 teniang Perubahan atas Peraluran Pemeriniah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2010 tenlang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pandirian Satuan Pandidikan Anak Usia Dini;

&. Peraturan Menleri Pendidikon dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentany
Slandar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraluran Daerah Kabupaten Dell Serdang Nemor 7 Tahun 2020 tenlang Perubahan Alas Peraturan
Daerah Kabupalen Deli Serdang Momor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupalen Deli Serdang;

8. Paraturan Daerah Kabupalen Deli Sardang Nomor 5 Tahun 2012 lenlang Penyelenggaraan
Pendidikan;

9. Peraluran Bupall Dell Serdang Nomor 101 Tahun 2020 tantang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsl serta Tala Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang;

10.Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 57 Tahun 2021 fentang Pendelegasian Kewsnangan

Penyelengyaraan Perizinan Berutaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pinlu Kabupaten Deli Serdang,

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN “ Kepulusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Salu Pinty Kabupalen Dell
Serdang teplang lzin Pendirian Saluan Pendidikan Non Formal Tempal Panilipan Anak (TPA)

PERTAMA : Meniberikan |zin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Tempat Penitipan Anak (TPA)
NAMA SATUAN PENDIDIKAN : PALID AZHARI EDUCATION
PROGRAM : TAMAN FENITIPAN ANAK (TPA)

JL PERHUBLINGAN LAUT DENDANG
FERUMAHAN RAY PONDOK PLATINUM 2 BLOK
E7 KEL/DESA LAUT DENDANG KEC. PERCUT SEI
TUAN KAB, DELI SERDANG

PENYELENGGARA 1 YAYASAN AZHARIEDUCATION

ALAMAT PENYELENGGARA ‘ 2 dl PERHUBUNGAN LAUT DENDANG
PERUMAHAN RAY PONDOK PLATINUM 2 BLOK
ET KEL./DESA LAUT DENDANG KEC. PERCUT SEI
TUAN KAB. DELI SERDANG

KEDUA : Kepada Penyelenggara sohagaimana dimaksud pada diklum kesatu keputusan ini diberikan

kewenangan unluk menyelenggarakan kegiatan Pendirian Saluan Pendidikan Non Formal Tempat

Penilipari Anak (TPA) dengan kelentuan sebagal berikut ; ) ‘

1 Menyelenggarakan Layunan Pendidikan sesual dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini dan Kurikulum yang berlaku,

2 Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahtinan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Deli Serdang pada Bideng Pendidikan Luar Sekolah. ' :

3 Senanlizgsa meningkatkar kualitas laysnan pendidikan yang diselenggarakan,



 Izin ini dinyatakan batal fika penyelenggara munmmrwwﬂmmr
Inkas| penyelenggara alau berdatarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/
enyalenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketenluan yang berlaku.




